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Nama Standar 
Operasional Prosedur : 

PEMROSESAN,PENETAPAN, DAN PENYERAHAN 
SURAT KEPUTUSAN PROMOSI DAN ROTASI DALAM 
JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambnahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Riau;

1. Pendidikan Min D-III;
2. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;
3. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik;
5. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 
1. BKD Provinsi Riau
2. TIM Baperjakat
3. Sekretariat Daerah Provinsi Riau
4. Gubernur Riau

1. Aturan perundang-undangan
2. Persyaratan Proses Pindah
3. Komputer/Internet/Telephone/fax
4. Ballpoint/pensil/kertas
5. Nota dinas dan lembar disposisi

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 
1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan.



 
 
 

KEGIATAN 

 PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN 
PNS yang 

dilan Tim Mutasi 
Tim 

Sekretariat 
Baperjakat 

Baperjakat Gubernur  Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 
 

1.  Tim Sekretariat Baperjakat 
menyiapkan bahan usulan dalam 
pengangkatan Jabatan administrasi, 
dan menyerahkan kepada Baperjakat 
untuk dibahas dan dirumuskan 

      
Surat usulan, berkas 

 
 
Surat usulan  

2.  Baperjakat membahas dan 
merumuskan nama nama usulan 
dalam pengangkatan Jabatan 
Administrasi yang akan dilantik 
berdasarkan kinerja, profesionalitas, 
dan integritasnya, dan kompetensinya  
kemudian menyerahkannya ke 
Gubernur  
 
Apabila tidak disetujui diserahkan 
kembali kepada Baperjakat, kemudian 
Baperjakat menyerahkan kepada Tim 
Sekretariat Baperjakat untuk 
disempurnakan 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surat usulan, berkas 10 menit Agenda surat  

3.  Baperjakat menyerahkan nama – 
nama usulan dalam pengangkatan 
Jabatan Administrasi yang sudah 
ditandatangani oleh Gubernur kepada 
Tim Sekretariat Baperjakat  

     Surat pengantar, nota dan berkas 
usulan 

10 menit Disposisi Kepala Bidang 
Mutasi 

 

4.  Tim Sekretariat Baperjakat 
memproses nama – nama usulan 
dalam pengangkatan Jabatan 
Administrasi yang sudah 
ditandatangani Gubernur kepada Tim 
Mutasi untuk di persiapkan 
pengambilan sumpah dan pelantikan 
nama – nama pejabat  

   
 
 

  
 
Surat usulan, berkas 10 menit Disposisi kepala Sub Bidang 

Mutasi Jabatan dan Non 
Jabatan 

 

5.  Tim Mutasi mempersiapkan 
kompenen – kompenen Pelantikan 
dan Pengambilan sumpah Jabatan 
antara lain : SK Petikan, SPP, SPMJ, 
Pakta Integritas, dan Berita Acara 
untuk diserahkan kepada Pejabat 
yang telah dilantik dan diambil 
sumpahnya dan berikan kepada yang 
PNS yang dilantik 

     
 
Berkas, surat pengantar nota dinas dan 
rekap usulan  

10 menit Berkas, surat pengantar nota 
dinas dan rekap usulan 

 

6.  PNs yang dilantik menerima SK 
Petikan, SPMJ, Berita Acara, SPP dan 
Komponen Pelantikann lainmya 
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